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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Modern ini persaingan dalam dunia pekerjaan semakin lama kian 
meningkat. Tingkat pengangguran yang setiap tahunnya bertambah akibat 
kurangnya ketersediaan lapangan kerja juga menjadi salah satu masalah yang 
cukup besar dalam negara ini. Belum lagi setiap tahunnya akan ada lulusan 
dari berbagai jenjang yang mencoba peruntungannya dalam dunia kerja 
menjadikan persaingan kian kompetitif. 
Banyaknya lulusan yang ingin bekerja tidak sebanding dengan 
ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja semakin tahun semakin terbatas. 
Apalagi ditambah dengan adanya  intervensi dari lulusan asing yang mencoba 
peruntungannya dengan bekerja di Indonesia semakin menambah tingkat 
kompetitif yang ada. 
Dilansir dari finance detik.com, menurut Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa setidaknya terdapat 
tiga masalah yang dihadapi 2,8 Tenaga Kerja Indonesia yang lahir setiap 
tahunnya. 
1. Kelompok angkatan kerja yang kemampuan dan pendidikanya 
tidak cocok dan dibutuhkan dunia industri.  
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2. Kelompok angkatan kerja yang memiliki kemampuan di bawah 
yang diharapkan oleh dunia industri. 
3. Tingginya kelompok pekerja miskin yang berjumlah 60 persen dari 
128 juta angkatan kerja yang jika masuk ke industri padat karya 
tidak memiliki karir. 
Untuk dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan banyak hal yang 
harus diperhatikan, terutama skills yang mumpuni. Untuk mendapatkan skills 
yang mumpuni tentu saja dibutuhkan latihan dan juga terjun langsung dalam 
lapangan agar mengetahui situasi dan kondisi secara nyata. 
Untuk mendapatkan skills yang dibutuhkan untuk diterima bekerja,  
terdiri dari beberapa macam kemampuan seperti kemampuan untuk 
berkomunikasi, kemampuan untuk bekerjasama, kemampuan untuk berpikir 
kritis, kemampuan memiliki etika, kemampuan mengetahui IT. 
Pemerintah memberikan solusi antara lain adalah upskilling. Kegiatan 
upskilling adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan para pencari 
kerja. Kegiatan upskilling juga diajarkan dalam perguruan tinggi. Proses 
upskilling yang disediakan oleh perguruan tinggi adalah kegiatan PKL atau 
Praktik Kerja Lapangan. 
Untuk proses upskilling maka tempat yang dipilih Praktikan untuk 
melaksanakan PKL adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan 
Republik Indonesia. Alasan Praktikan melaksanakan PKL di bidang 
pemerintahan adalah untuk menambah ilmu dan juga mengetahui 
perbandingan standar akuntansi yang digunakan. Pada akuntansi 
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pemerintahan digunakan SAP yang berbeda dengan standar umum akuntansi 
biasa yaitu SAK. 
Dengan melaksanakan PKL di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Praktikan mengetahui bahwa laporan keuangan untuk pemerintah berbeda. 
Untuk pencatatan menggunakan aplikasi SAIBA dan untuk aset 
menggunakan SIMAK-BMN. Kegiatan yang dilakukan Praktikan juga 
mengecek laporan CALK untuk bahan pelaporan kepada auditor (BPK). 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan: 
a. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
b. Agar mahasiswa mampu menerapkan teori yang sudah 
dipelajari dalam praktiknya. 
c. Mempelajari bidang pekerjaan, terutama dalam bidang 
keuangan dalam praktiknya. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan: 
a. Menciptakan etos kerja dan juga rasa disiplin  agar siap untuk 
menghadapi dunia pekerjaan. 
b. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan 
berkomunikasi dalam organisasi sehungga dapat menghasilkan 
pekerjaan yang baik. 
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c. Melatih kemampuan (skill) yang dibutuhkan untuk menghadapi 
dunia pekerjaan di masa mendatang. 
d. Menambah ilmu, wawasan dan pengalaman kepada mahasiswa 
agar memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan 
yang ada saat bekerja. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Setelah selesai melakukan kegiatan PKL, diketahui terdapat memiliki 
banyak kegunaan yang dirasakan. Kegunaan tersebut dirasakan langsung oleh 
pihak-pihak yang terlibat, diantaranya mahasiswa, instansi pemerintah 
(BUMN) dan juga bagi fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sebagai 
berikut: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Membantu mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan apa yang 
sudah dipelajari di dunia nyata. 
b. Memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana kondisi yang 
akan dihadapi pada saat sudah memasuki dunia pekerjaan. 
c. Melatih mahasiswa untuk berpikir terbuka demi memecahkan 
masalah yang terjadi di masa mendatang. 
d. Memperoleh ilmu yang belum didapatkan pada saat belajar di 
bangku perkuliahan. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Berhasil memenuhi salah satu kegiatan yang diadakan sebagai 
syarat dari kelulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Menciptakan hubungan yang baik dengan instansi terkait agar 
lulusannya dapat dikenal memiliki performa yang baik dinilai 
pada saat kegiatan PKL. 
c. Dengan kegiatan PKL ini, memiliki sarana untuk pihak 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk terus 
menerus menciptakan mahasiswa/i yang siap untuk bekerja 
pada saat lulus nanti. 
3. Bagi Instansi Pemerintah (BUMN) 
a. Mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
ada. 
b. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak instansi 
pemerintah dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat yang dipilih untuk melaksanakan PKL adalah instansi 
pemerintahan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia (KEMENDIKBUD RI). Berikut merupakan data mengenai 
kementerian yang dimaksud: 
Nama Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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Republik Indonesia 
Satuan Kerja : Biro Keuangan 
     Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Alamat  : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 
     10270 
Telepon  : 021-570 3303/021-5790 3020 
Fax  : 021-5733 125 
Website  : www.kemdikbud.go.id 
E-Mail  : pengaduan@kemdikbud.go.id 
Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipilih 
karena instansi pemerintah dikenal memiliki standar akuntansi yang berbeda 
dengan standar akuntansi yang dipelajari mahasiswa/i selama ini. Pada 
instansi pemerintah standar akuntansi yang dianut adalah Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) sedangkan yang biasa dipelajari adalah Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK). Dengan adanya perbedaan tersebut, Praktikan menambah 
ilmu untuk mengetahui perbedaan keduanya. 
Praktikan juga memiliki rasa ingin tahu bagaimana cara bekerja pada 
instansi pemerintahan mengenai peraturan dan juga ritme dalam bekerja. 
Dengan itu, maka diputuskanlah untuk mengambil praktik PKL pada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan pada Biro Keuangan di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2018 
sampai dengan 21 September 2018. Jam masuk kantor dimulai pada pukul 
08.00-16.00 WIB pada hari Senin higga Kamis, pada hari Jumat pada pukul 
08.30-16.30 WIB. Melakukan PKL ini pada saat liburan semester sehingga 
tidak mengganggu proses perkuliahan. Dalam melakukan PKL terbagi 
menjadi tiga tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Ketika mulai memasuki semester 6, praktikan sedang mempersiapkan 
untuk melakukan PKL. Dimulai dengan mencari tempat untuk melaksanakan 
PKL. Setelah melalui tahap mencari tempat maka proses selanjutnya adalah 
pembuatan surat permohonan. Pertama, membuat surat pengantar dari R dan 
BAAK HUM untuk mengajukan surat permohonan PKL. 
Setelah pihak BAAK HUM mengeluarkan surat permohonan PKL, maka 
selanjutnya adalah mendatangi tempat yang menjadi tujuan PKL yaitu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk 
mengajukan permohonan untuk PKL ditempat tersebut. Setelah mengajukan 
dan mendapatkan respon positif praktikan siap untuk melaksanakan PKL di 
tempat tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan 
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Setelah diberikan respon positif dari instansi tersebut makapraktikan 
mengadakan kegiatan PKL di Kemendikbud pada subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan pada 23 Juli 2018 dan berakhir 21 September 2018. 
Dilaksanakan selama 42 hari, termasuk hari libur dan juga izin untuk 
keperluan tertentu. Untuk jam bekerja pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-
16.00 WIB dan pada hari Jumat pada pukul 08.30-16.30 WIB. 
Namun jam kerja ini tidak berlaku pada saat praktikan megikuti rapat di 
luar kantor untuk membahas revisi SAP yang baru di Hotel Merapi Merbabu, 
di Bekasi. 
3. Tahap Pelaporan 
Laporan PKL sudah mulai disusun pada saat praktikan masih melakukan 
proses PKL. Namun, tingkat penyusunan laporan ini tidak berkala seperti 
kegiatan harian yang diisi setiap masuk kerja. Laporan ini juga dibuat untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Program S1 Akuntansi. 
Untuk menyusun laporan ini praktikan mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan dari Subbagian Akuntansi dan Pelaporan pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai dari pelaksaan PKL 
hingga akhir. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Instansi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdiri pada 
tahun 1945. Berikut merupakan sejarah yang dialami oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dari berbagai era dengan segala perubahannya 
hingga saat ini yang berhasil Praktikan rangkum dari website resmi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 
Awal Kemerdekaan (1945-1950) 
Pada awal didirikannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
memiliki nama Kementerian Pengajaran. Menteri Pengajaran yang pertama 
kali di tunjuk adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada pergantian Kabinet Syahrir 
I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Lalu terjadi kembali 
pergantian Kabinet menjadi Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat 
Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri 
Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947.  
Era Demokrasi Liberal (1951-1959) 
Pergantian nama Kementerian Pengajaran menjadi Menteri Pengajaran 
Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) terjadi pada era ini. Setidaknya 
dalam era ini tercatat terdapat tujuh kali pergantian kabinet sehingga 
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menyebabkan pergantian Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 
(PP dan K), diantaranya adalah: 
1. Dr. Bahder Johan, 
2. Mr. Wongsonegoro, 
3. Dr. Bahder Johan, kembali ditunjuk menjadi Menteri, 
4. Mr. Mohammad Yamin,  
5. RM. Soewandi,  
6. Ki Sarino Mangunpranoto,  
7. Prof. Dr. Prijono. 
Selain pergantian Menteri, pada era ini lahir payung hukum yang 
bertanggung jawab pada bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan 
Nomor 4 Tahun 1950.  
Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 
Pada era Demokrasi Terpimpin terjadi pegantian status pada kementerian 
menjadi menteri muda. Kementerian yang menangani masalah pendidikan 
dibagi menjadi tiga menteri muda. Berikut merupakan tiga menteri muda 
yang dibagi, yaitu: 
1. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono.  
2. Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo. 
3. Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono. 
Era Orde Baru (1966-1998) 
Era ini banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk dunia pendidikan. 
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 
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1. Kewajiban penataran P4 bagi peserta didik. 
2. Normalisasi kehidupan kampus. 
3. Bina siswa melalui OSIS. 
4. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. 
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa. 
6. Merintis sekolah pembangunan. 
Pada tahun 1978 terjadi penggeseran tahun ajaran baru yang diubah menjai 
bulan Juni. Pergantian nama pada Kementerian kembali terjadi dari 
Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Pada era ini para Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, 
Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. 
Wiranto Aris Munandar. 
Era Reformasi (1998-2011) 
Pada saat dipimpin oleh Presiden Abdurrahman terjadi pergantian nama 
Kementerian yang digantikan menjadi Departemen. Kemudian juga, pada 
masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi 
Departemen Pendidikan Nasional dengan Dr. Yahya Muhaimin yang ditunjuk 
sebagai Menteri Pendidikan Nasional. 
Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. 
Malik Fadjar, M.Sc. Pada 2004-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menjabat sebagai Presiden, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, 
MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. 
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Lalu pada tahun 2011 nama istilah departemen dikembalikan lagi menjadi 
kementerian, dan pada tahun2012 bidang pendidikan dan kebudayaan bersatu 
kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan 
pendidikan yang dilakukan di era ini antara lain: 
1. Perubahan IKIP menjadi universitas. 
2. Reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003. 
3. Diadakannya Ujian Nasional (UN). 
4. Sertifikasi guru dan dosen. 
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
6. Pendidikan karakter, dan lain-lain. 
Visi dan Misi 
Berikut merupakan visi dan misi dari Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan Republik Indonesia, yang Praktikan dapatkan melalui buku 
pedoman; 
a. Visi 
’’Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang 
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.”  
b. Misi 
1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat 
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata 
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu 
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan Bahasa 
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5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi 
dan pelibatan publik. 
 
B. Struktur Organisasi 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Biro Keuangan 
yang termasuk dalam Sekretariat Jenderal KEMENDIKBUD yang berfungsi 
sebagai pembantu dalam tugas Kementerian dan bertanggung jawab langsung 
terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Berikut merupakan gambar struktur organisasi dari bagian Praktikan 
ditempatkan pada saat PKL, yaitu bagian biro keuangan subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan (APK): 
 
 
 
Gambar  II.I Struktur Organisasi Biro Keuangan Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan KEMENDIKBUD RI. 
Kepala Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
 
Faisal Syahrul 
Kasubag APK I 
 
Daryono 
Kasubag APK II 
 
Ichwan Prasetyo 
Kasubag APK III 
 
Dikyansyah 
Pegawai APK I Pegawai APK II Pegawai APK III 
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Gambar tentang struktur organisasi Biro Keuangan Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan KEMENDIKBUD RI ini diolah oleh praktikan dengan 
mengacu pada dokumentasi yang didapat oleh Praktikan saat PKL. 
Praktikan ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
(APK) I. Dalam subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dibagi lagi 
menjadi tiga bagian yaitu; APK I, APK II, dan APK III. Perbedaan dari ketiga 
subbagian APK adalah daerah lingkungan pengolahan data. 
Berikut merupakan tugas dan fungsi dari Kepala Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan beserta subbagian APK I, APK II dan APK III yang 
Praktikan dapatkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: 
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki posisi 
tertinggi dan bertindak sebagai pemimpin pada bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan. Tugas dari kepala bagian, memberikan kuasa atas segala surat 
maupun proposal, memimpin jalannya rapat, bertanggung jawab langsung pada 
biro keuangan dan sebagai pengambil keputusan penting agar bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan dapat bekerja secara baik, efektif dan efisien. 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I: 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas 
melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan 
sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan anggaran, penyusunan 
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neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II: 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas 
melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan 
sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan anggaran, penyusunan 
neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan 
Penilitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat. 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III: 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas 
melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan 
sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan anggaran, penyusunan 
neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal. 
 
C. Kegiatan Umum 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Biro keuangan 
bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan I. Secara umum bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
mempunyai kegiatan untuk melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan 
16 
 
 
 
akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Berikut merupakan rincian kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
secara lebih rinci yang mengacu pada hasil dokumentasi pada saat Praktikan 
melaksanakan PKL; 
1. Melaksanakan penyusunan program kerja bagian 
2. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar akuntansi dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
3. Melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan sistem 
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
4. Melaksanakan verifikasi dan analisis data pelaporan keuangan di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. Melaksanakan perhitungan dan analisis realisasi anggaran Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
6. Melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
7. Melaksanakan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
8. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal, Unit 
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Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran wilayah DKI Jakarta, dan Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran; 
9. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan keuangan di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
10. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaporan 
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
11. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
12. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
13. Melaksanakan penyusunan usulan rencana dan realisasi penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
14. Melaksanakan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
15. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi 
penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
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16. Melaksanakan pembinaan pengelola utang, piutang, dan hibah di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
17. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Bagian; 
18. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL di biro keuangan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditempatkan pada bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan. Pada bagian ini mengurus tentang keuangan untuk 
keseluruhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti menyusun 
anggaran, menyusun dan melaporkan laporan keuangan dari berbagai daerah 
di Indonesia. 
Pada biro keuangan terdapat tiga bagian yang terbagi menjadi APK I, 
APK II, dan APK III. Perbedaan pada setiap bagian adalah lingkungan 
direktorat Jenderal yang menjadi fokus pengambilan data setiap bagian. Pada 
APK I di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. APK II di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-pusat. 
Terakhir yaitu APK III di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal. 
Pada saat PKL, praktikan ditempatkan pada bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan I yang dipimpin oleh Bapak Daryono selaku Kasubag I. 
Rincian tugas pada APK I ini antara lain adalah melakukan penyusunan 
program, bahan pembinaan standar akuntansi keuangan dan pelaporan, 
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melakukan rekonsiliasi, menyusun tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan.  
Berikut adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan 
selama melakukan PKL di KEMENDIKBUD RI: 
1. Melakukan pemeriksaan laporan keuangan semester I pada Catatan 
Atas Laporan Keuangan (CALK). 
2. Menginput anggaran untuk proposal pelatihan guru Sekolah Dasar dan 
Menengah di beberapa daerah. 
3. Merekapitulasi pengeluaran dana untuk perbaikan infrastruktur sekolah 
di beberapa daerah. 
4. Menginput penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu pada 
aplikasi Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). 
5. Ikut serta dalam rapat revisi peraturan Standar akuntansi Pemerintah 
(SAP) terbaru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia sebagai notulen. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan memulai Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 23 Juli 
2018. Pada hari pertama Praktikan datang ke lantai 9 untuk bertemu dengan 
staf Tata Usaha Biro Keuangan. Setelah menemui staf tersebut, lalu menuju 
lantai 8 bagian Akuntansi Pelaporan Keuangan (APK) untuk bertemu dengan 
kepala subbagian APK dan penempatan bagian kerja. 
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Praktikan dikenalkan dengan Pak Daryono selaku Kepala Sub bagian 
APK I dan menjadi pembimbing bagi Praktikan dalam kegiatan PKL. Pada 
hari pertama, Praktikan dikenalkan dengan semua pegawai bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan. Praktikan juga diberikan buku panduan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Setelah Praktikan sudah mengenal dan mengatahui tentang peraturan 
akuntansi yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
maka Praktikan diberi tugas sebagai berikut: 
1. Melakukan Pengecekan Kesesuaian Data Laporan Operasional dan 
Laporan Realisasi Anggaran pada Catatan Atas Laporan Keuangan 
(CALK). 
Pada saat Praktikan mulai melaksanakan PKL, yaitu pada bulan Juli 
dalam akuntansi pelaporan KEMENDIKBUD sedang sibuk mengerjakan 
Laporan Keuangan Semester I. Laporan Keuangan Semester I adalah laporan 
yang disusun dan wajib dilaporkan oleh pihak Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan KEMENDIKBUD yang akan diserahkan kepada Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. 
Laporan yang disusun mengambil data dari berbagai daerah di Indonesia 
atau yang dikenal dengan eselon tiap daerah yang kemudian digabungkan 
menjadi satu laporan oleh pihak pusat yang disebut Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan pemerintah berbeda dengan laporan yang 
ada pada akuntansi umumnya. Laporan yang ditugaskan kepada Praktikan 
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adalah untuk mengecek kesesuaian data pada Laporan Operasional dan 
Laporan Realisasi Anggaran terhadap CALK. 
Pada Laporan Operasional Praktikan memeriksa jumlah angka berbagai 
unsur dari pendapatan, beban, surplus/defisit operasi maupun nonoperasional. 
Kemudian pada Laporan Realisasi Anggaran, Praktikan melakukan 
pemeriksaan jumlah angka pada sumber dana yang dikelola dan dialokasikan 
sesuai dengan anggaran dan juga realisasinya. 
Praktikan diberi tugas untuk mengecek kesesuaian data pada Laporan 
Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran terhadap CALK. 
a. Praktikan diberikan salinan dari laporan operasional dan laporan 
realisasi anggaran untuk dilakukan pengecekan terhadap CALK 
(Lampiran 7). 
b. Praktikan diberikan instruksi oleh salah satu pegawai 
KEMEENDIKBUD untuk mengecek jumlah yang tertera antara 
laporan-laporan tersebut apakah sudah sesuai antara laporan-
laporan yang yang diinstrusikan untuk diperiksa dengan CALK. 
c. Apabila ada ketidaksamaan antara laporan-laporan tersebut, maka 
Praktikan akan menandai dan akan melaporkan kepada pegawai 
biro keuangan agar dilakukan revisi untuk pembenaran jumlah 
yang tertera. 
d. Laporan yang Praktikan lakukan pengecekan dibutuhkan untuk 
dijadikan laporan keuangan semester I yang akan di periksa oleh 
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Inspektorat Jenderal yang bertugas sebagai pengawas internal 
Kementerian. 
2. Menginput Anggaran untuk Proposal Pelatihan Guru Sekolah Dasar 
dan Menengah di Beberapa Daerah ke Dalam Komputer 
Praktikan ditempatkan di APK I dimana bagian tersebut mengatur di 
lingkungan Sekolah Dasar dan Menengah. Praktikan diberikan tugas untuk 
menginput anggaran untuk pelatihan guru di berbagai daerah antara lain 
adalah Kalimantan Barat (Kab. Landak), Nusa Tenggara Barat (Kota Bima), 
Bengkulu (Kab. Seluma), Sulawesi Barat (Kab. Majene) dan, Aceh (Kab. 
Aceh Besar). Pelatihan dilaksanakan bertujuan utuk memberikan pelatihan 
untuk guru-guru daerah agar dapat tumbuh dan berkembang pada saat proses 
pengajaran. 
Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta guru sekolah dasar (SD) dan 
peserta guru sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak masing-masing 20 
orang, narasumber sebanyak 4 orang untuk SD dan SMP, panitia sebanyak 1 
orang, dan monitoring dan evaluasi 1 orang di setiap daerah. Beberapa hal 
yang termasuk dalam proposal anggaran pelatihan ini adalah akomodasi dan 
konsumsi, transportasi darat, transportasi udara, uang saku, dan honor 
mengajar. 
a. Praktikan diberikan hasil dari rincian anggaran dana yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. 
b. Lalu, Praktikan mengerjakan menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel untuk menghitung dan menyusun anggaran (Lampiran 8). 
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c. Setelah proposal anggaran ini sudah selesai praktikan kerjakan 
maka praktikan mengirim e-mail untuk kepala biro untuk 
mendapatkan tanda tangan persetujuan. 
d. Setelah diterima dan ditanda tangani persetujuan oleh kepala biro 
maka proposal tersebut sudah disetujui dan nantinya akan 
direalisasi pelaksanaannya dan juga sebagai bukti bahwa adanya 
dana yang keluar. 
3. Merekapitulasi Pengeluaran Dana untuk Perbaikan Infrastruktur 
Sekolah di Beberapa Daerah ke Dalam Komputer. 
Sebagai instansi yang berada di bawah pemerintahan, KEMENDIKBUD 
termasuk ke dalam instansi non keuangan. Pendapatan yang di dapatkan juga 
berbeda dengan instansi komersil lainnya. Pendapatan didapatkan melalui 
pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Bertugas sebagai 
instansi pusat, KEMENDIKBUD mendistribusikan pendapatan untuk 
meratakan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan 
terealisasinya pemerataan pembangunan terutama di bidang pendidikan tidak 
jarang beberapa sekolah di berbagai daerah megirimkan proposal untuk 
mengajukan permintaan dana. 
a. Praktikan diberikan kumpulan proposal dari beberapa sekolah di 
daerah untuk direkapitulasi, daerah yang Praktikan masukan 
dalam rekapitulasi adalah daerah Jawa Barat. Sekolah yang 
mengajukan proposal berasal dari Sekolah Dasar (SD) hingga 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
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b. Praktikan melakukan rekapitulasi dengan menggunakan aplikasi 
Microsoft Word untuk melakukan rekapitulasi data (Lampiran 9).  
c. Setelah Praktikan menyelesaikan rekapitulasi data. Maka data 
tersebut Praktikan berikan kepada pegawai biro keuangan. 
d. Hasil dari rekapitulasi yang Praktikan kerjakan natinya dengan 
pegawai akuntansi dan pelaporan keuangan akan disimpan dalam 
file untuk kepentingan pencatatan hasil dana keluar pada tahun 
berjalan. 
4. Menginput Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang 
Lalu pada Aplikasi Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA). 
Evaluasi teknologi juga terjadi pada bidang keuangan pemerintah. Saat 
ini, pemerintah memiliki aplikasi untuk memasukan dan menghasilkan 
laporan keuangan, salah satunya adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual (SAIBA) untuk mencatat pendapatan dan belanja. Bagian 
aset akan dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi SIMAK-BMN dan hasil dari 
kedua aplikasi tersebut menghasilkan laporan-laporan keuangan yang 
dibutuhkan. Laporan tersebut harus ada kesinambungan dengan hasil laporan 
kementerian keuangan sehingga harus adanya rekonsiliasi yang dilakukan. 
Dulu untuk melakukan rekonsiliasi masih secara manual dengan datang ke 
KPPN, namun sekarang proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan aplikasi 
e-rekon, yang akan mencocokan hasil dari laporan biro keuangan dengan 
kementerian keuangan. 
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Sebelum melakukan pencatatan pada aplikasi SAIBA, pemeritah 
menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) 
yang kemudian akan tercipta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
DIPA baru akan berfungsi  sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah 
mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Biro keuangan harus membuat 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisikan rincian keuangan yang 
dibutuhkan dan disetujui, setelah itu biro keuangan harus membuat Surat 
Perintah Membayar (SPM) yang harus disetujui lagi oleh Kementerian 
Keuangan. Apabila sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan maka surat 
tersebut berubah menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ketika 
semua tahap sudah dilakukan, maka yang selanjutnya adalah dicatat ke dalam 
aplikasi SAIBA. 
Gambar  III.1 SP2D Penerimaan Kembali Belanja Tahun 
Anggaran yang Lalu 
27 
 
 
 
Gambar tentang SP2D penerimaan kembali belanja tahun yang lalu ini 
didokumentasikan oleh Praktikan saat PKL. 
Aplikasi SAIBA memuat tentang keuangan yaitu pendapatan dan belanja. 
Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu juga harus dimasukan 
dan dicatat dalam aplikasi SAIBA karena berhubungan dengan kegiatan 
keuangan. Berikut merupakan cara untuk melakukan pencatatan melalui 
aplikasi SAIBA (Lampiran 10): 
a. Buka aplikasi SAIBA dengan meng-klik aplikasi yang sudah 
tersedia pada komputer. 
b. Masuk ke dalam aplikasi SAIBA dengan mengisi username dan 
juga password. 
c. Setelah berhasil masuk, maka ubah tahun dengan tanggal transaksi 
yang akan dicatat. 
d. Kemudian, pilih akun yang akan dicatat ke dalam aplikasi SAIBA. 
e. Ubah juga tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran. 
f. Mengisi tanggal dan nomor SPM dan SP2D. 
g. Lalu, isi Nomor Transaksi Bank (000000-). 
h. Masukan kode KPPN, untuk KEMENDIKBUD kode KPPN adalah 
088. 
i. Setelah itu, pilih Nomor Transaksi Penerimaan Negara. 
j. Memasukan jumlah nominal yang akan dicatat. 
k. Klik save apabila pencatatan transaksi pada SAIBA sudah selesai. 
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Setelah tahap-tahap tersebut sudah dilaksanakan maka akan tercatat 
dalam aplikasi SAIBA dan akan menghasilkan laporan keuangan yang 
nantinya akan diperiksa oleh BPK pada akhir periode berjalan. 
5. Ikut Serta dalam Rapat Revisi Peraturan Standar akuntansi 
Pemerintah (SAP) Terbaru di Lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebagai Notulen. 
Praktikan ikut serta dalam rapat revisi mengenai peraturan Standar 
akuntansi Pemerintah (SAP) yang terbaru sebagai notulen (Lampiran 11). 
Rapat ini diadakan beberapa minggu, namun awal diadakan rapat membahas 
ini yaitu di Hotel Merapi Merbabu di Bekasi pada 24-25 Agustus 2018. Rapat 
ini dipimpin oleh Kepala Biro yaitu Bapak Faisal dengan jumlah absensi 14 
orang yang hadir dari biro akuntansi dan pelaporan keuangan. 
Pada saat pembahasan di Hotel Merapi Merbabu, pembahasan perubahan 
tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan pada Hibah. Adapun dari 
hasil revisi yang Praktikan catat sebagai notulen adalah sebagai berikut: 
Merevisi kata pengantar; 
Menambahkan kata “uang, barang, jasa dan surat berharga” dari 
penerimaan hibah. 
Merevisi daftar singkatan; 
a. Menambahkan singkatan SAIBA. 
b. Menghapus RTH (Register Transaksi Harian). 
Merevisi dasar hukum 
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a. PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 
diubah menjadi PMK No.99/PMK.05/2017 tentang Administrasi 
pengelolaan Hibah. 
b. PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Standar akuntansi Hibah diubah 
menjadi PMK No.271/PMK.05/2014 tentang Standar akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Hibah. 
Pada tanggal 5 September kembali rapat dengan pembahasan yang baru 
yaitu mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Praktikan 
ditunjuk kembali untuk menjadi notulen, rapat kali ini  dilaksanakan di dalam 
kantor lantai 8 dengan perwakilan dengan Kementerian Keuangan yaitu Ibu 
Hesti dan Bapak Cahyo. Adapun yang Praktikan catat sebagai notulen adalah 
revisi mengenai PNBP adalah: 
a. Terdapat UU baru mengenai PNBP 
UU No. 9 tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. 
Perbedaan dengan yang lama: 
1. Pengelompokan diubah menjadi objek. 
2. Tarif yang sebelumnya hanya menggunakan PP sekarang 
menggunakan PP, PMK, dan UU. 
3. Mengatur PNBP terhutang secara mendetail. 
4. Kebebasan denda untuk satker yang sudah bankrut. 
b. PP No. 82 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku 
pada KEMENDIKBUD. 
c. Merevisi definisi PNBP. 
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d. Menambahkan PNBP terhutang. 
e. Menambahkan Proporsi PAGU Pengeluaran (PPP). 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan sering Praktikan menemukan 
kendala yang dihadapi, karena adanya keterbatasan pada aspek-aspek 
tertentu. Berikut merupakan kendala yang dihadapi oleh Praktikan: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah pada 
laporan keuangan pemerintah karena adanya perbedaan dengan 
akuntansi yang selama ini Praktikan pelajari. Sehingga, dalam 
pemahamannya membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi dan 
mengerti pekerjaan yang diberikan. 
2. Kurang maksimalnya aplikasi yang digunakan. Aplikasi SAIBA masih 
belum maksimal bekerja, terkadang untuk masuk ke dalam aplikasi 
tersebut mengalami kegagalan, serta proses loading yang memakan 
waktu lama. 
3. Sering adanya perbedaan pencatatan yang terjadi pada biro keuangan 
dan kementerian keuangan. Terkadang dalam proses rekonsiliasi 
dengan menggunakan e-rekon terdapat selisih maupun kelebihan 
pendapatan atau pengeluaran. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Praktikan lebih banyak membaca dan membuat catatan kecil agar lebih 
mudah untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam 
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Akuntansi Pemerintah, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan 
baik dan benar. 
2. Mengenai sistem aplikasi sebaiknya adanya kontrol dan juga 
pengecekan yang dilakukan berkala. Lebih baik lagi apabila adanya 
sistem pembaharuan dimana sistem lama direvisi sehingga 
memaksimalkan kinerja aplikasi tersebut. 
3. Sebaiknya rekonsiliasi dilakukan secara perbulan, sehingga di akhir 
periode apabila ada selisih ataupun kelebihan dapat diusut akun mana 
yang menyebabkan kejadian tersebut. Apabila dilakukan perbulan 
maka akan lebih cepat untuk mengetahui karena transaksi yang 
dilakukan belum sebanyak apabila sudah menjadi laporan keuangan 
semester ataupun tahunan.  
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu program yang disediakan oleh 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu syarat untuk kelulusan 
mendapatkan Sarjana tetapi juga sebagai program untuk melatih mahasiswa/i 
untuk terjun langsung dalam dunia pekerjaan. Selama menjalani proses 
Praktik Kerja Lapangan di biro keuangan Kementerian Pendidikan dan 
Keuangan dari 23 Juli 2018 hingga 21 September 2018 memberikan banyak 
manfaat bagi Praktikan.  
Berikut merupakan kesimpulan yang Praktikan dapat dari kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
adalah sebagai berikut; 
a. Praktikan mampu untuk mempelajari meningkatkan etos kerja dalam 
menghadapi dunia pekerjaan serta untuk meningkatkan kemampuan 
(skill). 
b. Praktikan dapat memperoleh pengalaman, serta rasa disiplin dalam 
bekerja dan juga Praktikan mampu beradaptasi dengan lingkungan 
kantor selama masa Praktik Kerja Lapangan. 
c. Praktikan juga mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari 
dalam bangku perkuliahan. Praktikan mendapatkan ilmu dalam 
bangku perkuliahan menganai Akuntansi Pemerintahan sebelumnya. 
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d. Praktikan memperoleh ilmu akuntansi yang lebih banyak terutama 
pada ilmu akuntansi pemerintahan yang berbeda dengan yang selama 
ini Praktikan pelajari di ruang perkuliahan.  
e. Mengetahui komponen-komponen yang terdapat pada laporan 
keuangan pemerintah terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
dan juga Laporan Operasional (LO). 
f. Mempelajari aplikasi yang digunakan untuk pencatatan akuntansi 
pemerintah yaitu aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA).  
g. Berkesempatan juga ikut andil bagian menjadi notulen pada saat 
rapat untuk membahas revisi pedoman penyusunan laporan 
keuangan, sehingga lebih menambah ilmu untuk Praktikan. 
 
B. Saran-Saran 
 Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menyadari 
bahwa proses ini masih kurang maksimal. Maka dari itu, Praktikan mencoba 
untuk memberikan saran-saran yang dapat memotivasi setiap pihak terkait 
agar lebih maksimal, yaitu: 
1. Bagi Praktikan Lain 
a. Mulai untuk mencari tempat Praktik dari jauh-jauh hari dan tidak 
kekurangan waktu agar menghindari masalah yang terjadi dan juga 
cepat untuk mengambil solusi dari masalah tersebut. 
b. Pahami dan pelajari mengenai instansi yang dituju untuk 
melaksanakan praktik agar memiliki bekal untuk awal bekerja. 
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c. Berperan aktif dalam mencari informasi mengenai Praktik Kerja 
Lapangan baik dari perusahaan terkait, mahasiswa lain, dosen 
ataupun keluarga agar mempermudah untuk menentukan tempat 
untuk melaksanakan praktik. 
d. Meningkatkan dan tunjukan etos kerja yang baik selama 
melaksanakan Praktik agar memberikan kesan yang positif selama 
bekerjasama dengan orang lain. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menyediakan informasi mengenai Praktik Kerja Lapangan ini secara 
lebih jelas dan rinci agar mempermudah untuk mencari tahu tentang 
program PKL ini. 
b. Memberikan opsi pemilihan tempat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan ini bukan hanya dalam negeri namun juga mampu 
menyediakan informasi mengenai tempat Praktik di luar negeri agar 
membuka kesempatan untuk melatih skill lebih luas lagi. 
c. Memberikan periode waktu yang cukup bagi Praktikan untuk 
menyelesaikan Praktiknya agar tidak terjadi bentrok antara masa 
PKL dan perkuliahan. 
d. Dosen pembimbing lebih baik diberitahukan sejak memulai masa 
PKL, agar memberikan arahan apabila terjadi kendala di tempat 
Praktik, bukan pada saat menyusun laporan saja. 
3. Bagi Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Keuangan 
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a. Mengadakan pemeriksaan dan kontrol terhadap aplikasi-aplikasi 
yang dibutuhkan agar dapat bekerja secara maksimal. 
b. Melaksanakan pelatihan mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan 
karena masih kurangnya pegawai dari Kementerian Pendidikan dan 
Keuangan yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut agar 
apabila pegawai yang biasa mengoperasikan aplikasi sedang dinas 
atau berhalangan utuk masuk kerja mampu untuk dioperasikan yang 
lain. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 : Surat Balasan atas Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 : Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 : Log Harian 
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
DI BIRO KEUANGAN BAGIAN AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
No. Hari, Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 23 Juli 2018 1. Pembekalan PKL 
2. Pengenalan terhadap lingkungan kerja Biro 
Keuangan KEMENDIKBUD. 
2. Selasa, 24 Juli 2018 1. Pengarahan oleh Kasubbag APK I 
2. Pembekalan SOP Subbagian APK I 
3. Rabu, 25 Juli 2018 Materi menganai Laporan Keuangan 
Pemerintah oleh Bapak Daryono. 
4. Kamis, 26 Juli 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional. 
5. Jumat, 27 Juli 2018 1. Memeriksa laporan keuangan, CALK 
Laporan Operasional. 
2. Materi mengenai PNBP oleh Bapak 
Daryono. 
6. Senin, 30 Juli 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional. 
7. Selasa, 31 Juli 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional. 
8. Rabu, 1 Agustus 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional. 
9. Kamis, 2 Agustus 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional. 
10. Jumat, 3 Agustus 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Operasional 
11. Senin, 6 Agustus 2018 1. Memeriksa laporan keuangan, CALK 
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Laporan Realisasi Anggaran 
2. Materi Keuangan Negara oleh Pak Irwan. 
12. Selasa, 7 Agustus 2018 Menginput anggaran proposal pelatihan guru di 
beberapa daerah. 
13. Rabu, 8 Agustus 2018 Menginput anggaran proposal pelatihan guru di 
beberapa daerah. 
14. Kamis, 9 Agustus 2018 Menginput anggaran proposal pelatihan guru di 
beberapa daerah. 
15. Jumat, 10 Agustus 2018 Menginput anggaran proposal pelatihan guru di 
beberapa daerah. 
16. Senin, 13 Agustus 2018 1. Menginput SP2D dalam SAIBA. 
2. Materi tentang Rekonsiliasi Keuangan dan 
BMN oleh Park Irwan. 
17. Selasa, 14 Agustus 2018 Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
18. Rabu, 15 Agustus 2018 Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
19. Kamis, 16 Agustus 2018 Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
20. Jumat, 17 Agustus 2018 Libur nasional 
21. Senin, 20 Agustus 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Realisasi Anggaran. 
22. Selasa, 21 Agustus 2018 Memeriksa laporan keuangan, CALK Laporan 
Realisasi Anggaran. 
23. Rabu, 22 Agustus 2018 Libur nasional 
24. Kamis, 23 Agustus 2018 Mengikuti perjalanan dinas ke Bekasi untuk 
membahas revisi pedoman laporan keuangan 
KEMENDIKBUD. 
25. Jumat, 24 Agustus 2018 Mengikuti perjalanan dinas ke Bekasi untuk 
membahas revisi pedoman laporan keuangan 
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KEMENDIKBUD. 
26. Senin, 27 Agustus 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
27. Selasa, 28 Agustus 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
28. Rabu, 29 Agustus 2018 1. Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
2. Rapat Dalam Kantor membahas revisi 
pedoman laporan keuangan, hibah 
29. Kamis, 30 Agustus 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
30. Jumat, 31 Agustus 2018 1. Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
2. Rapat Dalam Kantor membahas revisi 
pedoman laporan keuangan hibah dengan 
perwakilan dari Kementerian Keuangan. 
31. Senin, 3 September 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
32. Selasa,4 September 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
33. Rabu, 5 September 2018 Mengikuti rapat membahas mengenai revisi 
pedoman PNBP dengan perwakilan dari 
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Kementerian Keuangan. 
34. Kamis,6 September 2018 Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
35. Jumat,7 September 2018 Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
36. Senin,10 September 2018 Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
37. Selasa, 11 September 
2018 
Libur nasional 
38. Rabu, 12 September 
2018 
1. Rapat dalam kantor membahas revisi SAP 
Hibah. 
2. Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
39. Kamis, 13 September 
2018 
Merekapitulasi pengeluaran dana untuk 
perbaikan infrastruktur sekolah di beberapa 
daerah. 
40. Jumat, 14 September 
2018 
Rapat Dalam Kantor membahas hibah 
41. Senin,  17 September 
2018 
Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
42. Selasa, 18 September 
2018 
Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
43. Rabu, 19 September 
2018 
Menginput SP2D dalam SAIBA – 
Pengembalian belanja 
44. Kamis, 20 September 
2018 
1. Mengurus berkas-berkas selama PKL 
2. Melakukan rekonsiliasi 
45. Jumat, 21 September 
2018 
Mengurus berkas-berkas selama PKL 
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Lampiran 5 : Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 : Struktur Organisasi Kemendikbud RI. 
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Lampiran 7 :Pemeriksaan CALK semester I 
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Lampiran 8 : Anggaran proposal pelatihan guru 
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Lampiran 9 : Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk Perbaikan Infrastruktur 
Nama sekolah Alamat Jumlah Status 
SD NEGERI 
KARANGMALANG I 
Jl. Pasarean, 
KARANGMALANG, 
Kec. Indramayu, Kab. 
Indramayu Prov. Jawa 
Barat  
Rp 20.000.000 Dana sudah 
diterima 
SD IT AL-IRSYADY Jl. Raya Pekandangan 
Jaya KM 5, 
Pekandangan Jaya, 
Kec. Indramayu, Kab. 
Indramayu Prov. Jawa 
Barat 
Rp 20.000.000 Dana sudah 
diterima 
SMK N 2 
INDRAMAYU 
JL. PABEAN UDIK 
NO. 15, Pabeanudik, 
Kec. Indramayu, Kab. 
Indramayu Prov. Jawa 
Barat 
Rp 20.000.000 Dana sudah 
diterima 
SMP NASIONAL 
INDRAMAYU 
Jalan Mulia Asri No. 
85, Pekandangan, Kec. 
Indramayu, Kab. 
Indramayu Prov. Jawa 
Barat 
Rp 20.000.000 Dana sudah 
diterima 
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Lampiran 10 : Input Pengembalian Belanja Tahun Lalu pada SAIBA 
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Lampiran 11 : Rapat Revisi SAP 
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Lampiran 12 : Kartu Kosultasi Bimbingan 
 
 
